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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P]NTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :421 .St07 lDpMpTSp.4 3/0t t2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA SURYA PERMATA EBAN

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

K.EPALA DTNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan clan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara maka perlu menetiapkan lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(sMK);

b. bahwa permohonan Ketua Yayasan Lembaga Peduli Petani dan Lingkungan (LPPL)
dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(sMK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Swasta Surya Permata Eban di Kabupaten Timor Tengah Utara;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 1M9);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nc$era Republik lndonceia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik lndonesla Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor i7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1s rahun 2ois tentang wajib Belajar(LembaranNegara Repubik lndonesia Tahun 200g Nomor g0);

7. Peraturan Mentsri Pendidikan Naglonal Nomor g Tahun 2007 tcntang Stander
Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendldikan Daeardan Menengah;

8. Pcratumn Menterl Pendldlkan dan Kebudayaan Nomor 5g Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;



I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentano
Pedoman Pendirian perubahan dan penuiupan sahran pendidikan -oasli 

oai
Menengah;
surat Mendiknas No. i,#NpN/HK2o07 tanggal 24 Januari 2oo7 tentang prioritas
Pendirian lzin Sekolah Menengah;
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni
2021 TentarE Pendelegasian Wsrrenang dari Gubernur kepada Kepala Oina6
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandabngani perizinan dan Non perizinan di
Lingkungan Pemerinhh Provinsi Nusa TenggarEt Timur;
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 4.1 Tahun 2OZ1 Tanggal 07 Juli
2021 tentang Tata Cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Surat Permohonan Ketua yayasan L€mbaga peduli petani dan Lingkungan (LppL)
Nomor : o3/LPPUlffiUn122 tanggal 07 Januan 2022 tentang permohonan ijin
Operasional SMK;

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor: U8l84lPK2O22 tanggal 10 Januan 2022.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : 1

Menetapkan

KESATU

2

',0

1 '1.

Memberikan lzin operasional Penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Swasta Surya Permata Eban, terletak di Desa Fatuneno Kecamatan
Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Bidang Keahlian antara lain :

No Bidang Keahlian Lama
Pendidikan

1 Teknologi
Informasi
Komunikasi

dan
Teknik Komputer
dan lnformatika

Rekayasa Perangkat
Lunak

3 Tahun

Agribisnis dan
Agroteknologi

Agribisnis Temak Agribisnis Temak
Ruminansia

3 Tahun

3 Agribisnis dan
Agroteknologi

Kehutanan Teknik Konservasi
Sumber Daya Hutan

3 Tahun

lzin operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);
lzin operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 samgai
dengan tanggal 12 Januari 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) S-ryests Sury. p.rm.t Eb.n b.rk.wajib.n m.m.nuhi 8
(d.lrpan) strndar Nasionar pendldikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang bedaku;
Keputusan ini mulai bertaku pada tenggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali
apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Kupang
Pada tanggal : 13 Januari 2
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N

Muda
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a.

o22

Timur

t

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia diJakena;2. Gubornur Nusa Tcnggera Timur dl Kupang (labagal laporan);
3. Wakil Gubcmur Nusa Tcnggara Tlmur di Kupang (lebagai laporan);
4. Sokretarlt D.or.h Provlnti Nu!. T.nggrra Ttmur di Kuptng ([brgri trpo.rn)l5. Bupatl Tlmor Tengah t tara dl Kefiamenanu;
a DD'dur Jcflda,rl Ptndldlk n Dtsrr drn Mancngrh, K'}/nenlcrien Pcndld,kan drn Kebudryssn Repub,lk lndonesla dl Jekarta;7. Oirekitur pembrnaan sMK Kemenrerran pendidikan dan Kebudayaan Rcpubrik rndonesia oi larartai9, K.pala Dhat Prhdtilktn d.n K.buCtt..n t,rovh.t Nu.a T.nCglrlr Tt u? dl kupanOi9' K.pala Drnas Pcnanaman Moder den prsp Kabupeton nmoriingatr tttara dr keraiienanu;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengih utara di Kefamenanu;
11. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Timor Tengah Ulari di Kefamenanu.

a Dinas
dan

12.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Program Keahlian Kompetensi Keahlian


